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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Kesenjangan Konseptual Antara 

Rezim Hukum Modern Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Living Law 

Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengakuan terhadap living law sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP 

Nasional menghadirkan kesenjangan konseptual anatar hukum modern 

dan hukum adat: (1) hukum modern berpegang pada asas nullum crimen 

sine lege yang menuntut kodifikasi tertulis demi kepastian hukum, 

sedangkan hukum adat hidup dalam praktik sosial yang lisan, dinamis, 

dan kompleks; (2) hukum modern bersifat seragam dan universal, 

sedangkan hukum adat bersifat lokal; (3) hukum modern memandang 

kejahatan sebagai pelanggaran terhadap peraturan negara dan 

menekankan efek jera, sedangkan hukum adat memandang pelanggaran 

sebagai gangguan keseimbangan kosmis dengan sanksi yang bertujuan 

memulihkan keseimbangan tersebut; (4) hukum modern mengandalkan 

dokumen tertulis, yurisprudensi dan teori hukum, sedangkan hukum 

adat hidup dalam narasi dan ingatan kolektif masyarakat.  

2. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan harmonisasi 

melalui: (1) formalisasi hukum adat ke dalam Perda yang melibatkan 
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partisipasi masyarakat adat; (2) pedoman nasional yang menjamin 

akuntabilitas dan keseragaman; (3) penyelarasan orientasi retributif 

hukum pidana modern dengan karakter restoratif hukum adat; (4) 

penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar proses berjalan profesional 

dan kontekstual. Upaya-upaya ini harus berakar pada paradigma 

pluralisme hukum, sehingga sistem hukum nasional tidak hanya bersifat 

teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kearifan lokal.. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang sudah disusun, penulis memberikan saran: 

1. Akademisi hendaknya melakukan kajian lebih mendalam mengenai 

perbedaan mendasar antara hukum modern dan hukum adat, sehingga 

titik-titik kesenjangan dapat dipetakan dengan jelas tanpa 

menghilangkan karakter asli hukum adat. 

2. Pemerintah dan legislator hendaknya menjalankan harmonisasi melalui 

partisipasi masyarakat adat, pedoman nasional yang akuntabel, 

penyelarasan orientasi retributif dan restoratif, serta penguatan 

kelembagaan lokal, dengan berlandaskan pada paradigma pluralisme 

hukum. 
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